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TENTANG
LARANGAN PENGGUNAAN INDUK UDANG ASAL DARI TAMBAK

Sehubungan dengan semakin maraknya penyakit pada budidaya udang di Indonesia dan
dalam rangka mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian ternadap
potensi merebaknya penyakit sindrom kematian dini yang ditimbulkan oleh infeksi Vibrio
parahaemolyticus yang menyebabkan penyakit Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease

(AHPND) di Indonesia, maka bersama ini kami sampaikan sebagal berikut:

1. Berdasarkan hasil survailan terhadap penyakit EMS/AHPND pada tahun 2013-2018
yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Badan Karantina
lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Indonesia merupakan
negara yang bebas dari penyakit EMS/AHPND;

2. Penggunaan induk udang vannamei (Lifopenaeus vannamei) dan induk udang windu
(Penaeus monodon) dari tambak sangat berpotensi menularkan penyakit karena
dipelihara ditempat terbuka rawan tertular penyakit dan berpotensi menciptakan dan
meyebarkan penyakit lokal ke daerah lain.

3. Penggunaan induk udang vannamei (Liftopenaeus vannamei) dan induk udang windu
(Penaeus monodon) dari tambak untuk konsumsi tidak dijamin secara genetik
(keturunannya) baik, karena tidak melalui proses pembuatan induk udang yang benar
sesuai protokol produksi induk udang.



4. Dalam rangka mewaspadai penularan penyakit melalui penggunaan induk udang,
maka:

a. setiap hatchery (Hatchery Skala Besar dan Skala Kecil (HSRT)) dan nauplii center
dilarang untuk menggunakan induk udang dari tambak;

b. hatchery dan nauplii center yang selama ini menggunakan induk udang dari
tambak diharuskan untuk mengganti induk udang dari hasil breeding program
broodstock centre udang vannamei yang dimiliki pemerintah maupun swasta atau
mengimpor induk udang bebas penyakit dari negara yang dinyatakan bebas
penyakit.

c. Pemerintah berupaya menyediakan induk udang hasil breeding program dari
broodstock center.

5. Mengimbau kepada semua pihak terkait untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif
dalam mencegah masuk dan tersebarnya penyakit EMS/AHPND ke dalam wilayah
Republik Indonesia dengan menggunakan induk udang yang sehat bebas penyakit
dan pakan induk udang yang bebas penyakit.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya







